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ABSTRAK
Tata kelola pemerintah dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral dan
batubara  yang  sering  berganti  aturan  telah  menimbulkan  inkonsistensi  yang
cenderung inkonstitusional. Pada saat materi muatan tentang pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan menurut UU No.4 Tahun 2017 seharusnya diatur langsung oleh
Peraturan  Presiden  namun  pada  kenyataannya  justru  didelegasikan  kepada
peraturan  menteri  yang  tidak  sesuai  secara  porsinya  mengatur. Ketentuan  yang
memperbolehkan  ekspor  dengan  batasan  tertentu  merupakan  pelanggaran  norma
wajib dalam melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana
diamanatkan  dalam  Pasal  102  dan  103  UU  Minerba.  Artinya,  UU  Minerba
menegaskan norma wajib tetapi Permen ESDM No.6 Tahun 2017 mengatur hanya
untuk  kondisi  tertentu  saja  dan  dapat  diekspor.  Kerancuan  pengaturan  dan
kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan dalam PP No.1 Tahun 2017 dengan
UU No.4 Tahun 2009 telah menimbulkan polemik yang harus segera dipecahkan 
secara konstitusional.
Kata Kunci:  Mineral dan batubara, hak menguasai negara, konstitusi
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A.  PENDAHULUAN
Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sektor penting dan strategis
yang mampu memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sebagai suatu
komponen produksi yang vital, sektor pertambangan masuk dalam cakupan Pasal
33 UUD 1945 yang menekankan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung
dalam  bumi  Indonesia  diupayakan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Sejak  industri
pertambangan mineral  dan batubara mulai  beroperasi  di  Indonesia,  keuntungan
ekonomis yang tinggi dari sektor ini menjadi magnet penarik investor baik swasta
asing maupun nasional untuk mengembangkannya.
Namun  diluar  keuntungan  dan  manfaat  yang  didapat  dari  hasil
pertambangan  mineral  dan  batubara  tersebut,  banyak  pula  permasalahan  yang
timbul  seperti  persoalan  HAM  dan  lingkungan,  ketenagakerjaan,  kepemilikan
saham, tolak tarik pendapatan pusat dan daerah serta kepentingan alih teknologi
dan  sediaan  komoditas  untuk  kepentingan  dalam  negeri.  Berdasarkan  laporan
Direktorat  Mineral  dan  Batubara,  sampai  dengan  tahun  2005  terdapat  13
Perusahaan  tambang  skala  besar  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Perusahaan  itu
bersifat padat modal yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja sebagai operator
untuk  mengangkut  material  yang  diolah  menjadi  konsentrat.  Konsentrat  itu
diperoleh  dengan cara memisahkan material  bernilai  ekonomis  dari  yang  tidak
bernilai  ekonomis.1 Pengolahan  konsentrat  mineral  tambang  ini  menjadi  salah
satu pokok perhatian pemerintah karena teknlogi pengolahannya masih dikuasai
modal  asing.  Kepentingan  nasional  atas  pertambangan  mineral  dan  batubara
dalam hal  alih  teknologi  ini  yang  masih  belum selesai  selama 50 tahun  sejak
dimulainya  kontrak  karya  Indonesia  dengan  Freeport  yang  menandai
pembangunan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Indonesia
hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil pertambangan mineral dan batubara,
belum lagi kerusakan ekologi yang parah sangat lama untuk dipulihkan.
Pengaturan sektor pertambangan mineral dan batubara telah beberapa kali
dilakukan perubahan peraturan sampai yang terbaru yaitu melalui UU No.4 Tahun
1 Salamudin Daeng, Makro Ekonomi Minus ; Sebuah Tinjauan Kritis Penanaman Modal di 
Indonesia, (Jakarta: Institute for Global Justice, 2008), hll.120
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2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Dimulai  dari  pengaturan
mengenai  jenis-jenis  mineral  dan  batubara,  ijin  dan  proses  produksi,  peran
pemerintah dan masyarakat serta pelaku bisnis pertambangan, semuanya disusun
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan peraturan
operasional  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan  peraturan  pelaksana
dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  (Permen).  Regulasi  terbaru  mengenai
pertambangan  mineral  dan  batubara  adalah  PP  No.1  Tahun  2017  tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara.  Pada  PP
tersebut mengatur kembali salah satunya yaitu tentang pelaksanaan peningkatan
nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral
logam  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebelumnya diatur dalam PP
No.77 Tahun 2014 dan kemudian diperbarui lagi dengan PP No.23 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pada  UU  No.4  Tahun  2009  terutama  Pasal  102  menentukan  bahwa
“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral
dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian,
serta pemanfaatan mineral dan batubara”. Selanjutnya Pasal 103 UU No.4 Tahun
2009,  menentukan  lebih  lanjut  bahwa  (1)  Pemegang  IUP  dan  IUPK  Operasi
Produksi  wajib  melakukan  pengolahan  dan  pemurnian  hasil  penambangan  di
dalam negeri. (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat  mengolah  dan  memurnikan  hasil  penambangan  dari  pemegang  IUP dan
IUPK  lainnya.  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  peningkatan  nilai  tambah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  102  serta  pengolahan  dan  pemurnian
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu indikator kesungguhan pemerintah dalam
mengusahakan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
dalam  pelaksanaan  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian  serta
pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.
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Namun demikian, kepentingan pertambangan mineral dan batubara nasional
yang  menuntut  diwujudkannya  pemberian  nilai  tambah  secara  nyata  pada
pertumbuhan  perekonomian  nasional,  sangat  sarat  dengan  berbagai  macam
kepentingan  politis  yang  mempengaruhi  konsistensi  peraturan  pelaksana  di
lapangan dengan UU No.4 Tahun 2009 sebagai payung hukumnya. Pada PP No.1
Tahun  2017  ditentukan  mengenai  penambahan  keuntungan  pemerintah  atas
divestasi saham sebesar 51% untuk pengusahaan IUP dan IUPK, selain itu diatur
mengenai ketentuan yang mewajibkan penjualan harus sesuai harga patokan, serta
diatur pula mengenai pemurnian hasil pengolahan mineral logam. Sekilas PP No.1
Tahun  2017  memberikan  keuntungan  dan  kepastian  hukum  bagi  pemerintah
sebagai  representasi  negara yang mempunyai  hak menguasai  atas sumber daya
alam.  Akan  tetapi  jika  dilihat  lebih  jauh  ada  inkonsistensi  aturan  dalam  PP
tersebut dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK seperti yang tercantum pada
Pasal 102 dan 103 UU No.4 Tahun 2009.
Pasal 112C angka 4 PP No.1 Tahun 2017 menentukan bahwa Pemegang IUP
Operasi  Produksi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  2  yang  melakukan  kegiatan
penambangan  mineral  logam  dan  telah  melakukan  kegiatan  pengolahan,  dapat
melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. Padahal didalam UU No.4
Tahun 2009 ditentukan wajib dilakukan pemurnian terlebih dahulu sebelum di ekspor
dan tidak satu pun yang menentukan adanya ketentuan jumlah tertentu yang harus
dipenuhi.  Dalam  Pasal  103  angka  3  UU  No.4  Tahun  2009  dijelaskan  tentang
“ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai  tambah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  diatur  dengan  peraturan  pemerintah”.  Ketentuan  yang  sudah  jelas  tersebut
semestinya bisa diwujudkan dalam PP, sebab bagi pelaku usaha pertambangan PP
menjadi arah dalam melakukan eksekusi langkah bisnisnya.2
Demokrasi  ekonomi  menghendaki  pemberdayaan  ekonomi,  rakyat  secara
keseluruhan diberi  kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta menguasai
cabang-cabang  produksi.  Terciptanya  suasana  ekonomi  yang  demikian  tidak
begitu saja diserahkan kepada kekuatan pasar, tetapi memerlukan intervensi
2 Singgih Widagdo, Relaksasi Ekspor Mineral, Harian Kompas, 12 Januari 2017, hlm.7
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negara,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Secara  langsung dengan
memfungsikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara tidak langsung
dalam bentuk regulasi yang disertai atau tanpa deregulasi.3 Dari sisi tata organisasi
negara,  tata  kelola  pemerintah  dalam mengatur  kegiatan  pertambangan mineral
dan  batubara  yang  sering  berganti  aturan  sesuai  rezim  telah  menimbulkan
inkonsistensi yang berujung pada saat ini cenderung inkonstitusional. Pada saat
materi  muatan  tentang  pelaksanaan  kegiatan  usaha  pertambangan  menurut  UU
No.4 Tahun 2017 seharusnya diatur langsung oleh Peraturan Presiden namun pada
kenyataannya  justru  didelegasikan  kepada  peraturan  menteri  yang  tidak  sesuai
secara porsinya mengatur. Ketentuan yang membolehkan melakukan penjualan ke
luar negeri setelah dilakukan pengolahan tentunya memberikan kelonggaran dan
keuntungan  usaha  yang  besar  bagi  pemegang  IUP  dan  IUPK.  Akan  tetapi
pemerintah  Indonesia  terkait  kepentingan  demokrasi  ekonomi  yang  bertujuan
untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  rakyat  tentunya  hal  tersebut  menjadi
kontra produktif terhadap hak menguasai negara yang melekat pada Pasal 33 Ayat
(3) UUD 1945 dan juga Pasal 2 UU Pokok Agraria.
Ketentuan yang memperbolehkan ekspor dengan batasan tertentu tersebut
merupakan pelanggaran  norma wajib melakukan pengolahan dan pemurnian  di
dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 dan 103 UU Minerba.
Artinya, UU Minerba menegaskan norma wajib tetapi Permen ESDM No.6 Tahun
2017 mengatur hanya untuk kondisi tertentu saja dan dapat diekspor. Kerancuan
pengaturan  dan  kesesuaian  jenis,  hierarki  dan  materi  muatan  dalam  PP No.1
Tahun 2017 dengan UU No.4 Tahun 2009 telah menimbulkan polemik yang harus
segera  dipecahkan  secara  konstitusional.  Kerancuan  pengaturan  kewajiban
pengolahan  dan  pemurnian  mineral  di  dalam  negeri  harus  dipecahkan  karena
berkaitan dengan hak menguasai negara atas kepentingan manfaat sumber daya
alam yang  ada.  Pada tataran  konsep hak menguasasi  negara  atas  pemanfaatan
hasil sumber daya alamnya diketahui bahwa peran pemerintah dibutuhkan agar
tujuan demokrasi  ekonomi  untuk sebesar-besarnya  kesejehateraan  rakyat  dapat
terpenuhi. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil
3 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogjakarta: UII Press, 2004), hlm. 34
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judul  penelitian  “Hak  Menguasai  Negara  Dalam  Pemurnian  Mineral  Logam,
Kajian  PP  No.1  Tahun  2017  Terhadap  UU  No.4  Tahun  2009  Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara”.
Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan tersebut di atas, maka
terdapat  dua rumusan  masalah  yang  akan peneliti  teliti  lebih  lanjut,  yaitu:  (1)
Apakah Pasal 112C angka 4 PP 1 Tahun 2017 tentang pelaksanan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara mencerminkan hak menguasai negara yang
mewajibkan pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pemurnian mineral logam
seperti  diatur  dalam  Pasal  102  dan  Pasal  103  UU  No.4  Tahun  2009  tentang
pertambangan mineral dan batubara? (2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan
untuk meneguhkan hak menguasai negara atas pengolahan dan pemurnian mineral
logam Pasca diberlakukannya PP No.1 Tahun 2017?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti  data sekunder dan mengkaji
hukum  sebagai  kaedah.4 Data  yang  digunakan  dalam  paper  ini  adalah  data
sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang
No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU No 12
Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Peraturan
Pemerintah  No.1  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha
Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara.  Selain  Undang-undang  juga  disertakan
Peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.5 Tahun
2017 Tentang Peningkatan Nilai  Tambah Mineral melalui  Kegiatan Pengolahan
dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dan Permen No.6 Tahun 2017 Tentang
Tata  Cara  dan  Persyaratan  Pemberian  Rekomendasi  Pelaksanaan  Penjualan
Mineral  Ke  Luar  Negeri  Hasil  Pengolahan  dan  Pemurnian.  Bahan  hukum
sekunder yang meliputi literatur dan sumber internet yang berkaitan dengan judul
penelitian ini. Ketiga bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia
dan Kamus Bahasa Inggris.
4 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.13
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Metode  pendekatan  dilakukan  dengan  statute  approach (pendekatan
undang-undang)  dan  pendekatan  konsep  (pendekatan  kasus).  Statute  approach
dilakukan  dengan  menelaah  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang
dikaji,  dilakukan  dengan melakukan  telaah  kasus  berkaitan  dengan isu hukum
yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.5 Analisis  dilakukan  dengan  metode
deskriptif  kualitatif  yaitu  penulis  berusaha  menggambarkan  kondisi  yang  ada
melalui data sekunder dengan kalimat-kalimat dan metode penafsiran, kemudian
dikaitkan dengan konsep atau teori yang relevan.
Semenjak awal Abad XX, muncul konsepsi baru mengenai Negara Hukum
yaitu  welvaart  staat atau  welfare state (negara  hukum kesejahteraan).  Dimana
menurut konsep welvaart staat atau welfare state, Negara justru perlu dan bahkan
harus melakukan intervensi  dalam berbagai  masalah sosial  dan ekonomi untuk
menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.6 Dalam konsep
welfare state  ini,  negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada
masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  rakyat  banyak,  peran  personal
untuk  menguasai  hajat  hidup rakyat  banyak  dihilangkan.  Perkembangan  inilah
yang  memberikan  legislasi  bagi  negara  intervensionis  pada  abad  XX.  Negara
justru  perlu  dan  bahkan  harus  melakukan  intervensi  dalam  berbagai  masalah
sosial  ekonomi  untuk  menjamin  terciptanya  kesejahteraan  bersama  dalam
masyarakat.7 Menurut  Oloan  Sitorus,  kewenangan  Negara  dalam  bidang
pertanahan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (2)  UU Pokok  Agraria
dimana  merupakan  pelimpahan  tugas  bangsa  untuk  mengatur  penguasaan  dan
memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Pada
prinsipnya,  hak  menguasai  dari  negara  adalah  pelimpahan  kewenangan  publik
konsekwensinya,  kewenangan  tersebut  hanya  bersifat  publik  semata.8 Menurut
Muhammad Bakri yang menjelaskan pengertian “dikuasai negara”, dimana
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.93-94
6 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya 
di Indonesia. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004), hlm. 222-223
7Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: 
Kaukaba, 2013), hlm.7
8Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2008),
hlm.78
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haruslah  diartikan  mencakup  makna  penguasaan  negara  dalam  arti  luas  yang
bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala
sumber  kekayaan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya,
termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat
atas  sumber-sumber  kekayaan  yang  dimaksud.  Rakyat  secara  kolektif  itu
dikonstruksikan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  melakukan  fungsinya
dalam mengadakan kebijakan (Beleid) dan tindakan pengurusan (Besturrsdaad),
pengaturan  (Regelenddaad),  pengelolaan  (Begeersdaad)  dan  pengawasan
(Toezichthoudensdaad) oleh Negara.9
Di  tahun  2003  lalu,  MK  telah  memberikan  panduan  (Putusan  Nomor
002/PUU-I/2003) untuk memahami frasa dikuasai oleh negara ke dalam 4 makna.
Pertama,  negara yang membuat  kebijakan;  kemudian  yang kedua,  negara yang
melakukan tindakan pengurusan; ketiga, negara melakukan pengaturan; dan yang
keempat,  negara melakukan pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-
besarnya  kemakmuran  rakyat.  Melihat  makna  penguasaan  negara  yang  seperti
poin pertama sampai  ketiga,  maka dapat  dipahami pengertian  seperti  demikian
sangatlah longgar. Dengan negara hanya mengatur, sudahlah termasuk klasifikasi
negara menguasai, hal yang sama juga dengan mengawasi, sudah termasuk dalam
kategori  menguasai.  Sehingga,  oleh  karena  longgarnya  pemahaman  menguasai
dalam definisi  MK ini,  dalam beberapa  putusan berikutnya,  oleh MK, definisi
tersebut  lebih  dispesifikasikan  lagi.  MK  memberikan  stressing,  hal  yang
terpenting  dalam  penguasaan,  baik  dalam  bentuk  kebijakan,  pengaturan,
pengawasan, pengurusan, maupun pengelolaan, adalah untuk kepentingan sebesar-
besarnya  keuntungan  rakyat.  Jadi,  apabila  negara  telah  mampu  melakukan
pengelolaan  dan  penguasasan  secara  langsung  sehingga  dapat  mendatangkan
keuntungan sebesar-besarnya  bagi  rakyat,  maka yang  demikianlah  tujuan yang
paling ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi.
9Achmad Sodiki, “Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Ekonomi Dan
Kesejahteraan”,  (Prosiding  Kongres  Pancasila  IV  Strategi  Pelembagaan  Nilai-Nilai  Pancasila
dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia), (Yogyakarta: 31 Mei-01 Juni 2012)
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MK  memberikan  pengertian  dari  maksud  sebesar-besarnya  kemakmuran
rakyat  yang  menjadi  ukuran  paling  utama.  Dalam hal  ini,  MK memberikan  4
kriteria.  Pertama,  sejauh  mana  kemanfaatan  sumber  daya  alam  bagi  rakyat.
Semakin tinggi tingkat kemanfaatan sumber daya alam, harus semakin maksimal
pemanfaatannya  bagi  rakyat  banyak.  Itulah  suatu makna sebesar-besarnya  bagi
kemakmuran rakyat. Kedua, tingkat pemerataan kemanfaatan sumber daya alam
bagi rakyat.  Selain aspek kemanfaatannya, juga diperhatikan aspek pemerataan.
Setiap warga negara Indonesia mesti ikut mendapatkan manfaat dari sumber daya
alam. Ketiga, sejauh mana tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat
sumber daya alam. Keempat, penghormatan terhadap hak-hak rakyat secara turun
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mencontoh kepada putusan MK
mengenai  pembubaran  BP Migas,  sambung  Hamdan,  MK menentukan  kriteria
konstitusionalitas secara peringkat. Apabila negara memenuhi peringkat pertama
secara  ekonomi,  teknologi,  dan  sumber  daya  alam,  maka  itulah  pilihan  yang
konstitusional.  Tapi  ketika kesanggupan itu  sudah dimiliki  oleh negara,  namun
negara  mengambil  kebijakan dengan menempatkan  peringkat  penguasaan pada
peringkat  yang  kedua,  maka  pilihan  pada  peringakat  kedua  itu  menjadi
inkonstitusional.
Terkait  peringkat  penguasaan  konstitusional  ini,  Hamdan  memberikan
gambaran  sebagai  berikut:  Peringkat  pertama  adalah  negara  melakukan
pengelolaan  secara  langsung  atas  sumber  daya  alam.  Dalam  rangka  untuk
memenuhi  penguasaan  tingkat  pertama,  apabila  negara  masih  menggunakan
peringkat  kedua  dalam  kondisi  negara  yang  sudah  mampu,  itu  sama  dengan
inkonstitusional.  Peringkat  kedua,  negara  membuat  kebijakan  dan  pengurusan.
Hal  ini  menunjukkan  belum mampunya  negara  sampai  pada  tahap melakukan
pengelolaan  sumber  daya  secara  langsung,  sehingga  negara  dibenarkan  hanya
membuat kebijakan dan pengurusan sumber daya alam. Peringkat ketiga adalah
negara  hanya  malakukan  pengaturan  dan  pengawasan.  Pengaturan  dan
pengawasan,  dipilih  sebagai  model  penguasaan,  apabila  negara  tidak  memiliki
apa-apa. Negara tidak memiliki modal, negara tidak memiliki sumber daya alam
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dan negara tidak memiliki teknologi untuk itu. Hamdan mengutip Moh. Hatta saat
mengatakan:
“Cita-cita yang tertanam dalam pasal 33 UUD 1945 adalah produksi yang
sebesar-besar,  sedapat-dapatnya  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  dengan
bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu
juga  diberi  kesempatan  kepada  pengusaha  asing  menanam  modal  di
Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Ini dalam tahap
pengaturan  dan  kebijakan.  Apabila  tenaga  nasional  dan  kapital  tidak
mencukupi,  kita  pinjamkan  kapital  tenaga  asing  untuk  memperlancar
produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya,
maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya
ditanah  air  kita  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  pemerintah
sendiri.  Syarat-syarat  yang  ditentukan  itu  terutama  menjamin  kekayaan
alam kita seperti hutan dan kesuburan tanah harus tetap terpelihara. Bahwa
dalam  pembangunan  negara  dan  masyarakat,  bagian-bagian  pekerjaan
kapital  nasional  makin  lama makin  besar,  bantuan tenaga  kapital  asing
sudah sampai pada satu tingkat, makin lama makin berkurang”.
Jadi  semakin  tinggi  kemampuan  nasional  maka  semakin  tinggi  pula
penguasaan  negara  atas  sumber  daya  alam  dan  produksi  yang  penting  bagi
rakyat.10 Intervensi negara dalam usaha ekonomi sebagai konsekuensi dari salah
satu  fungsi  negara  sebagai  penjamin  (provider)  dan  penanggung  jawab
kesejahteraan rakyat. Keterlibatan langsung negara dalam usaha ekonomi sebagai
entrepreneur  dimaksudkan  dapat  melakukan  efisiensi  dan  efektifitas  dalam
pengusahaan  sumber  daya  alam  yang  diperuntukan  bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.11Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33
Undang-Undang  Dasar  1945  memposisikan  negara  sebagai  pengatur  dan
penjamin  kesejahteraan  rakyat.  Fungsi  negara  itu  tidak  dapat  dipisahkan  satu
dengan lainnya,  artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam
kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan
10Hamdan  Zoelfa,  “Meneropong  Bisnis  Tambang  Pasca  PP  Minerba  Mencermati
Konstitusionalitas  Kebijakan  Hilirisasi  Mineral”,  http//www.hukumonline.com,  terakhir  diakses
tanggal 1 April 2017
11 Abrar Saleng, Op. Cit., hlm. 34
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pengawasan  yang  bersifat  khusus,  karena  itu  kewajiban  mewujudkan  sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.12
Berbicara mengenai norma hukum maka tidak dapat ditinggalkan pendapat
dari  Hans  Kelsen  mengenai  tata  urutan  norma  hukum  (Stufentheorie).  Hans
Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu bukanlah sistem norma yang satu
dengan  yang  lainnya  dikoordinasikan  berdiri  sejajar  atau  sederajat,  melainkan
bertingkat-tingkat  yang  terdapat  dalam satu  tata  hukum hukum yang  memiliki
hubungan superordinasi  dan subordinasi.  Pembentukan norma yang satu (lebih
rendah)  ditentukan  oleh  norma  lain  yang  lebih  tinggi  untuk  selanjutnya
pembentukan  norma  hukum ini  berakhir  pada  suatu  norma  dasar  yang  paling
tinggi sehingga menjadi norma dasar tertinggi dari keseluruhan tata hukum yang
membentuk kesatuan tata hukum ini.13
Menurut Hans Kelsen, hierarkhi norma hukum terdiri atas (i) norma dasar
(fundamental norm), (ii) norma umum (general norms), dan (iii) norma konkret
(concrete norms).  Fundamental norms terdapat dalam konstitusi,  general norms
terdapat dalam undang-undang,  statute atau  legislative acts, sedangkan  concrete
norms  terdapat  dalam  putusan  pengadilan  (vonnis)  dan  keputusan-keputusan
pejabat administrasi negara.14 Hans Nawiasky kemudian menyempurnakan teori
gurunya (stufen theorie) bahwa norma hukum di samping berjenjang-jenjang dan
berlapis-lapis juga berkelompok-kelompok, yaitu: (1)  Staats Fundamental Norm
atau Norma Fundamental Negara. Staats Fundamental Norm (norma fundamental
negara)  menurut  Hans  Kelsen  adalah  sama  dengan  Grundnorm (norma  dasar)
seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada stuffen theorie. Namun bentuk staats
fundamental norm secara konkrit  belum memperlihatkan sebagai norma hukum
yang sebenarnya;  (2)  Staats Ground Gesetz atau  Aturan Dasar Negara. Staats
Ground  Gesetz  (Aturan  Dasar  Negara)  dimana  norma  hukumnya  sudah mulai
terlihat jika dibandingkan dengan staat fundamental norm yang berisi
12 Tri Haryati dkk, Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekjen MKRI
& CLGS FHUI, 2005), hlm. 17
13 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum 
Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm.55
14 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konpress, 2006), hlm.38
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rangkaian  kalimat  dan  di  dalamnya  terdapat  unsur  norma hukum.Di  Indonesia
adalah  Pasal-pasal  dari  UUD  1945;  (3)  Formell  Gesetz atau  Aturan  Formal.
Formell Gesetz  disebut juga Undang-Undang Formil. Namun di Indonesia tidak
mengenal  undang-undang  formil  maupun  undang-undang  materil.  Mengenal
hukum maeril maupun hukum formil.Hukum materil adalah hukum yang memuat
tentang isi hukum. Isi hukum adalah berupa perintah maupun larangan. Sifatnya
adalah: (a) Memaksa / impraktif adalah aturan yang tidak bisa dikesampingkan
berlakunya. Pada umumnya sebagian besar ada di hukum publik dan sebaliknya
sebagian kecil ada di hukum privat; dan (b) Mengatur / fakultatif adalah aturan
yang  bisa  dikesampingkan  berlakunya.  Pada  umumnya  sebagian  besar  ada  di
hukum privat dan sebaliknya sebagian kecil ada di hukum publik; (4) Verordnome
And Autonome Satzung. Verodnome satzung  (Peraturan  Pelaksana). Verodnome
satzung adalah peraturan pelaksana dari peraturan yang ada di atasnya (misalnya
di Indonesia adalah Undang-undang maka peraturan di atasnya adalah Peraturan
Pemerintah).Verodnome satzung lahir karena diperintahkan oleh peraturan yang
ada di atasnya, baik diperintahkan secara langsung maupun kewenangan lahir dari
peraturan pelaksana karena sudah ditetapkan oleh konstitusi (staat ground gezets).
Verodnome satzung adalah kewenangan distribusi/delegasi. Misalnya di Indonesia:
(a) di dalam suatu undang-undang terdapat ketentuan seperti ini “Terhadap hal ini
diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah.” Ini dinamakan diperintahkan secara
langsung; (b) dan ada yang tidak langsung misalnya dalam konstitusi atau undang-
undang  dasar  yaitu  “Terhadap  ketentuan  ini  maka  diatur  kemudian”  maka  di
dalam suatu  Pasal  di  UUD 1945 yaitu  Peraturan  Pemerintah  diciptakan  untuk
melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, hal ini menjelaskan tentang
kelahirannya peraturan pemerintah oleh undang-undang dasar.
Sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya
ajaran cita  hukum (idee  des recht)  yang  dikembangkan oleh  Gustav Radbruch
sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur
cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum
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(rechssicherkeit), keadilan (gerechtikeit), dan kemanfaat (zweckmasigkeit).15 Cita
hukum tersebut  merupakan  satu kesatuan,  tidak  dapat  dipisahkan satu persatu,
ketiganya  harus  diusahakan  ada  dalam  setiap  aturan  hukum.  Dalam
pelaksanaannya  ketiga  unsur  cita  hukum tersebut  saling  membutuhkan.  Ketiga
unsur cita hukum tersebut diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya
selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa
ketiganya selalu dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakan
hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi dalam
praktek tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara proposional
seimbang antara ketiga unsur tersebut.16
B. PEMBAHASAN
1. Hak Menguasai Negara Dalam Pemurnian Mineral Logam dalam PP No.1
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan
Batubara
Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara  menentukan  Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan
kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau
batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,
konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan
penjualan,  serta  kegiatan  pascatambang.Ijin  Usaha Pertambangan  (IUP)  adalah
adalah  izin  untuk melaksanakan  usaha  pertambangan.Ijin  Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah
izin usaha pertambangan khusus.
Kegiatan  pokok  dalam  usaha  mineral  dan  batubara  (minerba).  Pertama,
kegiatan  penambangan  (mining),  kemudian  peleburan  (smelting),  dan  terakhir
adalah pemurnian. Dari ketiga kegiatan pokok tersebut, yang berada pada sektor
15 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta : Liberty, 
1999), hlm. 88
16 Fence M. Wantu, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan
Kemanfaatan  Dalam Peradilan  Perdata,  (Ringkasan  Disertasi,  Program  Pascasarjana  Fakultas
Hukum Unversitas Gadjah Mada), (Yogyakarta: Unversitas Gadjah Mada, 2011)
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hulu  dalam usaha  mineral  batubara  adalah  aktifitas  penambangan,  sedang  dua
lainnya  (Peleburan  dan  pemurnian)  adalah  termasuk  aktifitas  hilir.  Sehingga,
hilirisasi dimaknai sebagai segala proses peleburan dan pemurnian hasil tambang.
Bila dilihat pilihan antara hulu dan hilir, dapat diidentifikasi bahwa pilihan hilir
adalah  kegiatan  yang  selama  ini  menjadi  idealisme  konstitusi  karena  kegiatan
hilirisasi turut melibatkan partisipasi rakyat yang lebih luas. Nilai tambahnya lebih
besar  sehingga  lebih  besar  juga  keuntungan  bagi  rakyat.  Maka,  bila  melihat
kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh negara, maka bisa dipandang bahwa
itulah kebijakan yang diinginkan oleh konstitusi.
Hak menguasai negara melekat erat pada ketentuan angka 2 dan 3 Pasal 33
UUD 1945, yang menekankan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat
hidup orang banyak dikuasai negara, termasuk mineral logam yang terkandung di
dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara guna sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Seiring dengan dinamisnya industri pertambangan mineral dan batubara,
pemerintah  melalui  UU No.4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan  Mineral  dan
Batubara  sudah  mengatur  mengenai  jenis  sumber  daya  alam  yang  termasuk
mineral  dan  batubara,  kewenangan  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,
kewajiban pemerintah dan juga kewajiban investor para pemegang hak IUP dan
IUPK  maupun  Kontrak  Karya  yang  mengusahakan  pertambangan  minerba  di
wilayah ijin usaha pertambangan yang ditetapkan pemerintah. Dikarenakan sifat
mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, UU No.4
Tahun 2009 mengatur secara khusus tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan
umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Salah  satu  tahapan  penting  dalam  proses  pengusahaan  minerba  adalah
pengolahan dan pemurnian mineral yang dalam prosesnya membutuhkan ketersediaan
sumber daya manusia (SDM) untuk mengerjakannya. Sifat massal proses ini selain
membutuhkan ketersediaan SDM, kecukupan modal dan teknologi yang digunakan
berperan  penting  agar  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  mineral  dan  batubara
khususnya mineral logam. Sampai saat ini problem pemurnian masih
Jurnal Filsafat Hukum Vol. 1 No. 1 2016 (Hlm. 19-42) 32
menjadi  persoalan  krusial  karena  Indonesia  masih  belum  mampu  melakukan
pemurnian sendiri dari hasil tambang yang telah diolah baik oleh swasta asing, swasta
nasional maupun usaha pertambangan rakyat yang banyak tersebar. Kondisi demikian
menyebabkan banyak investor  pemegang IUP, IUPK dan Kontrak  Karya  memilih
untuk menjual hasil pengolahannya tanpa melalui pemurnian.
Kondisi diatas merupakan fenomena yang nyata yang dihadapi pemerintah,
namun dengan UU No.4 Tahun 2009 pemerintah sudah memulai langkah-langkah
strategis  untuk  menghindari  penjualan  gelap  minerba  dengan  mewajibkan
Pemegang  IUP dan IUPK Operasi  Produksi  wajib  melakukan  pengolahan  dan
pemurnian  hasil  penambangan  di  dalam  negeri.  Kewajiban  pemurnian  ini
merupakan  upaya  serius  pemerintah  untuk  menjamin  ketersediaan  komoditas
minerba untuk pasar dalam negeri sekaligus menyerap tenaga kerja secara massal
sehingga manfaat yang didapat dari sektor ini benar-benar bisa digunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kaitannya dengan hak menguasai negara pada ketentuan Pasal 103 angka 2
UU No.4  Tahun  2009,  norma  wajib  merupakan  kesungguhan  pemerintah  agar
setiap  pemegang  hak  ijin  usaha  pertambangan  tanpa  kecuali  yang  berada  di
wilayah  Indonesia  tunduk  pada  kewajiban  pemurnian  didalam  negeri.  Norma
wajib  menjadi  suatu  perintah  yang  mengikat  pemegang  hak  IUP,  IUPK  dan
Kontrak  Karya,  dimana  ada  konsekuensi  yuridisnya  ketika  kewajiban  tersebut
dilanggar. Norma wajib tersebut  menegaskan hak menguasai  negara  dalam hal
Pertama,  negara yang membuat  kebijakan;  kemudian yang  kedua,  negara yang
melakukan tindakan pengurusan; ketiga, negara melakukan pengaturan; dan yang
keempat,  negara melakukan pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Selanjutnya  ketentuan  kewajiban  melakukan  pemurnian  di  dalam  negeri
oleh pemegang hak IUP, IUPK, dan Kontrak Karya, oleh UU No.4 Tahun 2009
didelegasikan  kepada  PP  untuk  melaksanakan  detail  tata  cara  pelaksanaan
kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam dalam rangka meningkatkan
nilai  tambah  minerba.  Pengaturan  norma  UU  yang  didelegasikan  pada  PP isi
materi muatannya semestinya merupakan turunan dari aturan pokok dalam UU
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yang diserahkan secara teknis  kepada pemerintah.  Namun demikian,  dalam PP
No.1 Tahun 2017 pengaturan mengenai  kewajiban pemurnian  hasil  pengolahan
mineral logam hanya berlaku untuk pemegang kontrak karya. Bagi pemegang hak
IUP  dan  IUPK  Operasi  Produksi  yang  telah  melakukan  pengolahan  justru
diberikan  kelonggaran  dengan  memperbolehkan  melakukan  penjualan  ke  luar
negeri dalam jumlah tertentu (Pasal 112C angka 4 PP No.1 Tahun 2017). Secara
eksplisit disebutkan dalam Pasal tersebut tidak ada keterangan yang menegaskan
kewajiban melakukan pemurnian terlebih dahulu sebelum dijual ke luar negeri.
Hal ini berimbas pada pelanggaran atas norma wajib seperti yang diamanatkan
oleh  UU  untuk  diteruskan  pelaksanaanya  oleh  PP.  Lebih  ironisnya  PP
mendelegasikan  lagi  kepada  Permen  untuk  mengatur  teknis  penjualan  mineral
logam ke luar negeri. Dari uraian tersebut semakin menjelaskan bahwa PP No.1
tahun  2017  dan  Permen  nya  tidak  mendukung  upaya  UU menegakkan  norma
wajib melakukan pemurnian di dalam negeri.
Pada saat  penormaan  wajib  dalam Pasal  103 UU No.4  tahun 2009 dianulir
dengan memperbolehkan penjualan  ke  luar  negeri  hasil  pengolahan dalam jumlah
tertentu  tanpa  melalui  proses  pemurnian,  maka  hal  ini  bertentangan  dengan  hak
menguasai  negara.  Empat  kriteria  hak  menguasai  negara  yang  telah  disampaikan
diatas menjadi rujukan untuk menentukan apakah negara benar-benar menguasai atas
sumber daya mineral dan batubara yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Dimulai
dari  hak  menguasai  atas  kebijakan,  pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan
pengawasan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  tidak  bisa  dipenuhi  oleh
pemerintah,  sehingga  negara  sudah  kehilangan  hak  menguasai  atas  kemanfaatan
pengolahan mineral logam yang sudah diusahakan oleh IUP dan IUPK.Terkait dengan
konteks negara hukum kesejahteraan, implikasi lebih lanjut dari tidak terpenuhinya
hak menguasai negara dari sektor pertambangan, khususnya untuk meningkatkan nilai
tambah dari proses pemurnian logam, menyebabkan negara tidak mampu memberikan
manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam  putusan  Mahkamah  Nomor:  03/PUU-VIII/2010,  tanggal  16  Juni
2011,  Mahkamah  mempertimbangkan  bahwa,  “...dengan  adanya  anak  kalimat
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka sebesar-besar
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kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan
tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan
banyak.18
alam  yang  terkandung  di  dalamnya...”17 Apabila  penguasaan  negara  tidak
dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran
rakyat  maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya,
negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara
penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu
sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi
lain rakyat  tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas daya
alam.  Oleh  karena  itu,  menurut  Mahkamah,  kriteria  konstitusional  untuk
mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa
“untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”.  Upaya  untuk  memperbesar
kemakmuran  rakyat  tersebut  akan dapat  terpenuhi  jika pemerintah  benar-benar
melakukan  pengurusan  sektor  minerba  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-
undangan. Adapun kebijakan yang berkaitan dengan politik ekonomi sumber daya
alam  semestinya  diupayakan  dengan  mempertimbangkan  faktor  kemakmuran
rakyat sebagai pijakannya.
2.  Upaya Hukum Untuk Meneguhkan Hak Menguasai  Negara Sesuai  UU
No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam bidang ekonomi, UUD 1945 menegaskan bahwa dalam pelaksanaan
demokrasi ditegaskan dengan menambahkan ayat (4) pada Pasal 33 yaitu “bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. Pengertian demokrasi ekonomi dalam pengelolaan
sumber daya alam adalah jika suatu negara dapat menguasai sumber daya
ekonomi nasional yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
Kepentingan  pemerintah  dalam  mengupayakan  pengolahan  dan
17 Putusan Mahkamah Nomor: 3/PUU-VIII/2010, hlm,158
18 Ahmad Zarkasi Efendi, Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Averroes Press, 2012), hlm. 61
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pemurnian  mineral  dilakukan  di  dalam  negeri  adalah  agar  peningkatan  nilai
produksi mineral berupa konsentrat  dapat dikerjakan sendiri  untuk kepentingan
ekonomi yang berkelanjutan. Proses alih teknologi akan lambat laun terintegrasu
bersama  dengan  dibangunnya  pabrik-pabrik  pengolahan  mineral  yang  dapat
meluaskan kesempatan usaha masyarakat termasuk para pekerjanya.
Pengertian  “penguasaan  negara”  dalam  putusan  Mahkamah  Nomor
002/PUU-I/2003  memberikan  penjelasan  mendalam  terhadap  makna  Pasal  33
UUD  1945.  Dalam putusan  Mahkamah  tersebut,  penguasaan  negara  dimaknai
rakyat  secara  kolektif  dikonstruksikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk
mengadakan  kebijakan  (beleid)  dan  tindakan  pengurusan  (bestuursdaad),
pengaturan  (regelendaad),  pengelolaan  (beheersdaad),  dan  pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi
pengurusan  (bestuursdaad)  oleh  negara  dilakukan  oleh  Pemerintah  dengan
kewenangannya  untuk  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas  perijinan
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh
negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama
Pemerintah,  dan  regulasi  oleh  Pemerintah.  Fungsi  pengelolaan  (beheersdaad)
dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai
instrumen  kelembagaan,  yang  melaluinya  negara,  c.q.  Pemerintah,
mendayagunakan  penguasaannya  atas  sumber-sumber  kekayaan  itu  untuk
digunakan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Demikian  pula  fungsi
pengawasan  oleh  negara  (toezichthoudensdaad)  dilakukan  oleh  Negara,  c.q.
Pemerintah,  dalam  rangka  mengawasi  dan  mengendalikan  agar  pelaksanaan
penguasaan  oleh  negara  atas  sumber-sumber  kekayaan  dimaksud  benar-benar
dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.19
Lewat serangkaian kewenangan yang melekat pada hak menguasai negara
dalam sektor pengaturan,  pengelolaan dan pengawasan hasil-hasil  sumber daya
alam termasuk  minerba,  Pemerintah  sejatinya  sudah melakukan  tindakan  yang
benar. Akan tetapi dalam proses pengawasan seringkali pemerintah melanggar
19 Putusan Mahkamah Nomor: 3/PUU-VIII/2010, hlm,158.
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sendiri apa yang sudah diatur. Kewenangan mengatur yang dimiliki pemerintah
tidak  dapat  dipergunakan  dengan  bijak  karena  tolak  tarik  kepentingan  sektor
minerba  yang  melibatkan  perusahaan  pertambangan  besar  yang  seolah-olah
berada  di  atas  angin  karena  menguasai  modal  dan  teknologi  yang  belum
sepenuhnya bisa dimiliki oleh Indonesia.
Pada  saat  diketahui  bahwa  PP  No.1  Tahun  2017  Tentang  Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara,  menegasikan  hak
menguasai  negara  dalam  pewajiban  pemurnian  mineral  logam,  maka  dengan
dengan demikian  pemerintah telah melanggar  UU No.4 Tahun 2009. Sejatinya
banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat dari
sektor  minerba.  Penguasaan  negara  tidak  hanya  bicara  pada  skala  makro  saja
melainkan  juga  dengan  tidak  terkecuali  membuat  aturan  yang  memaksa  dan
mengikat pemegang IUP, IUPK, dan Kontrak Karya untuk melibatkan partisipasi
masyarakat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum
adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat
hidup  layak  sebagai  warga  negara.  Dalam  kaitannya  dengan  hak  menguasai
negara atas pertambangan, maka makna itu dapat ditafsirkan keterlibatan rakyat
secara  hukum dalam pengusahaan  dan  menikmati  pemanfaatan  segala  potensi
yang ada di lingkungannya.20 Pemerintah sebagai Kuasa Pertambangan memiliki
kewenangan yang  besar  yang  berasal  dari  rakyat  untuk menentukan  kebijakan
penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi upaya mengatur,
mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam tersebut.
Pada Pasal 112C PP No.1 Tahun 2017 antara angka 1 dengan angka 4 sudah
berbeda dalam hal pengaturan kewajiban melakukan pemurnian mineral logam di
dalam  negeri.  Hanya  pemegang  kontrak  karya  saja  yang  masih  diwajibkan
melakukan pemurnian didalam negeri  sama seperti  yang disebutkan dalam UU
No.4 Tahun 2009. Namun bagi pemegang hak IUP dan IUPK hal ini tidak berlaku,
padahal tahapan proses produksinya sama. Hal ini tentu saja
20 Abrar Saleng, Op.Cit., hlm. 40.
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menimbulkan  inkonsistensi  pengaturan  yang  berujung  pada  tidak  optimalnya
manfaat yang bisa diperoleh rakyat banyak. Munculnya rezim pemegang hak IUP
dan IUPK pada UU No.4 Tahun 2009 telah membawa konsekuensi yang berbeda
pada  pemegang  kontrak  karya  yang  lambat  laun  juga  akan  beralih  statusnya
menjadi  pemegang  hak  IUPK.  Adapun  persoalan  pemegang  kontrak  karya
tersebut mau atau tidak berubah statusnya itu tidak menjadi masalah sepanjang
masih  dalam pengaturan kewajiban memurnikan hasil  pengolahannya  di dalam
negeri.
Tindakan  pemerintah  dalam  menentukan  siapa  yang  wajib  dan  tidak
bukanlah  upaya  hukum yang  mampu  menyelesaikan  masalah.  Justru  tindakan
yang membedakan antara pemegang hak IUP dan IIUPK dengan pemegang hak
atas kontrak karya atas kewajiban pemurnian mineral logam telah menimbulkan
cacat konstitusional didalam tubuh PP itu sendiri. Sehingga saat ketentuan yang
sama digunakan untuk mengatur du kondisi yang berbeda dan di subdelegasikan
lagi  pada  Permen  tentunya  tidak  sesuai  dengan  asas  pembentukan  peraturan
perundang-undangan.  Pada  Pasal  8  angka  2  UU  No.12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  disebutkan  bahwa  Peraturan
perundang-undangan  seperti  Permen,  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai
kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jika menilik ketentuan
tersebut  PP  No.1  Tahun  2017  bisa  mengikat  sebagai  peraturan  perundang-
undangan  sepanjang  tunduk  mengikuti  materi  yang  sama  dalam  rangka
menjalankan UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana mestinya. Akan tetapi saat yang
terjadi tidak sesuaii atau tidak menjalankan amanat UU No. 4 Tahun 2009 maka
PP tersebut  inkonstitusional  karena  melanggar  ketentuan  Pasal  5  huruf  c  UU
No.12 Tahun 2011 mengenai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
yang semestinya bisa diatur dengan lebih harmonis.
Upaya hukum yang bisa dilakukan pemerintah saat terjadi tumpang tindih
aturan yang tidak sinkron adalah dengan memilih kepentingan yang lebih tinggi
yaitu kepentingan UU No.4 Tahun 2009 yang mengikat seluruh subjek pemegang
hak IUP, IUPK dan Kontrak Karya untuk wajib melakukan pemurnian mineral
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logam didalam negeri. Adanya peraturan pemerintah secara hierarkhi perundang-
undangan yang dimaksudkan untuk diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah,
artinya haruslah dijalankan karena diperintahkan langsung oleh UU. Semestinya
pengaturan  yang  muncul  dalam  PP  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha
Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara,  dan  peraturan  pelaksana  dibawahnya
(Permen)  bisa  sejalan  dengan  kehendak  pembuat  UU  (UU  Minerba)  yang
menentukan wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri.
Tindakan  yuridis  yang  dapat  diambil  untuk mengatasi  konflik  norma ini
adalah dengan membatalkan PP No.1 Tahun 2017 berikut dengan Permen yang
mengatur  teknis  pelaksanaan  kegiatan  peningkatan  nilai  tambah  mineral  dan
batubara.  Untuk  meneguhkan  hak  menguasai  negara  dalam  hal  kebijakan,
pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan minerba, maka pemerintah
harus  memilih  jalan  yang  konsisten  terhadap  UU  No.4  Tahun  2009  Tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Konsistensi  pemerintah  dalam  hak
menguasai negara ini harus diwujudkan dengan dikeluarkannya PP yang mengatur
mengenai  kewajiban  pemurnian  atas  hasil  pengolahan  sebelum  dijual  ke  luar
negeri kepada para pemegak hak IUP, IUPK dan Kontrak Karya tanpa terkecuali.
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D. PENUTUP
Pasal  112C angka  4  PP No.1  Tahun 2017 tentang  pelaksanan  kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara, tidak mencerminkan hak menguasai
negara  dalam  pengaturan  mengenai  kewajiban  pemegang  hak  IUP dan  IUPK
melakukan pemurnian hasil pengolahan mineral logam. Pemberian kelonggaran
untuk pemegang hak IUP dan IUPK dapat melakukan penjualan mineral logam ke
luar  negeri  dalam  jumlah  tertentu  tanpa  kewajiban  pemurnian  telah
mengakibatkan negara kehilangan kontrol dalam upaya peningkatan nilai tambah
mineral logam yang diamanatkan oleh UU No.4 Tahun 2009. PP No.1 Tahun 2017
telah  menegasikan  hak  menguasai  negara  yang  meliputi  hak  untuk  membuat
kebijakan,  pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan  pengawasan  kegiatan
pertambangan,  sehingga  tidak  mampu  memenuhi  kemanfaatan  untuk  sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Adanya  cacat  yuridis  di  dalam ketentuan  PP No.1 Tahun 2017 tentang
pelaksanan  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara,  telah
mengakibatkan  tumpang  tindih  pengaturan  dan  inkonstitusional  terhadap
ketentuan  UU  No.4  Tahun  2009.  Tindakan  yuridis  yang  dapat  diambil  untuk
mengatasi  konflik norma ini adalah dengan membatalkan PP No.1 Tahun 2017
berikut dengan Permen yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan
nilai  tambah  mineral  dan batubara.  Untuk meneguhkan  hak menguasai  negara
dalam  hal  kebijakan,  pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan  pengawasan
minerba, maka pemerintah harus memilih jalan yang konsisten terhadap UU No.4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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